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ABSTRACT

Technological development and the growing dependence of states on
submarine infrastructure have made submarine cables and pipelines vital for cross-
border energy and communication systems. Damage to submarine infrastructure
may cause not only technical and economic losses but also legal disputes between
states. One relevant example is the damage to the EstLink-2 submarine power cable
connecting Estonia and Finland in the Baltic Sea Exclusive Economic Zone. This
incident highlights the need for clear legal protection and effective dispute
settlement mechanisms for submarine infrastructure. This research examines the
legal regulation of submarine infrastructure protection under international law and
the national laws of Estonia and Finland, as well as the mechanisms available for
resolving disputes arising from infrastructure damage. The main issue discussed is
the extent to which international law and national legal systems provide adequate
protection for submarine infrastructure and how disputes may be settled in cross-
border cases. The purpose of this research is to analyze and compare international
legal provisions with the national regulations of Estonia and Finland in protecting
submarine infrastructure and to identify appropriate dispute settlement
mechanisms. This study uses a normative legal research method with statutory and
conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The
findings show that international law, particularly the 1982 United Nations
Convention on the Law of the Sea, provides a general framework for submarine
infrastructure protection but lacks detailed enforcement mechanisms. In contrast,
the national laws of Estonia and Finland offer more concrete protection through
criminal and administrative provisions. However, differences in legal systems and
Jjurisdictional limitations require effective bilateral cooperation and international
mechanisms to resolve disputes. Therefore, stronger coordination between states is
essential to ensure effective protection and dispute resolution for submarine
infrastructure.

Keywords: submarine infrastructure, dispute settlement, law of the sea, Estonia,
Finland



ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan meningkatnya ketergantungan negara
terhadap infrastruktur bawah laut menjadikan kabel dan pipa bawah laut sebagai
sarana penting dalam mendukung sistem energi dan komunikasi lintas negara.
Kerusakan infrastruktur bawah laut tidak hanya menimbulkan kerugian teknis dan
ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum antarnegara. Salah
satu contoh kasus adalah kerusakan kabel listrik bawah laut EstLink-2 yang
menghubungkan Estonia dan Finlandia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Laut
Baltik. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya pengaturan hukum yang jelas dalam
memberikan perlindungan terhadap infrastruktur bawah laut. Penelitian ini
membahas pengaturan perlindungan infrastruktur bawah laut berdasarkan hukum
internasional dan hukum nasional Estonia serta Finlandia, serta mekanisme
penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan apabila terjadi kerusakan.
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana hukum internasional
dan hukum nasional kedua negara mengatur perlindungan infrastruktur bawah laut
serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus lintas negara.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan
hukum internasional dengan hukum nasional Estonia dan Finlandia dalam
memberikan perlindungan terhadap infrastruktur bawah laut serta mengkaji
mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer
dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional,
khususnya Konvensi Hukum Laut 1982, telah memberikan kerangka dasar
perlindungan infrastruktur bawah laut, namun pengaturannya masih bersifat umum
dan terbatas dalam aspek penegakan hukum. Sementara itu, hukum nasional
Estonia dan Finlandia memberikan pengaturan yang lebih konkret melalui
ketentuan pidana dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama
antarnegara untuk menjamin perlindungan dan penyelesaian sengketa infrastruktur
bawah laut secara efektif.

Kata Kunci: infrastruktur bawah laut, penyelesaian sengketa, hukum laut
internasional, Estonia, Finlandia



